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MOTTO 
"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik 
Pelindung".(QS. Ali Imran: 73) 
 
“Every day, every hour turn the pain into power” 
“Tuhan pasti akan menujukkan kebesaran dan kuasanya bagi hambanya yang 
sabar dan tak kenal putus asa” 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the influence of local taxes, local retribution, 
and profits of regional-owned enterprises to the local revenue in the province of 
Central Java in 2015-2016.  
Sample method is done with saturated sampling. The number of samples in 
this study is 70 samples, which is 35 districts / cities that exist in Central Java for 
2 years. The data used are secondary data in the form of report on realization of 
receipts of government finances. 
Data analysis method used in this research is multiple linear 
regression.Based on the results of the study can be concluded that local taxes and 
local retribution affect the local revenue and profit of regional government-owned 
enterprises (BUMD) has no effect on local revenue (PAD). 
Keywords: Local Own Revenue (PAD), local tax, regional retribution, profit of 
Regional Owned Enterprise (BUMD) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, 
retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah terhadap pendapatan asli 
daerah di provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. 
 Metode sampel yang dilakukan dengan sampling jenuh. Jumlah sampel 
dalam penelitian ini adalah 70 sampel, yaitu 35 Kabupaten/Kota yang ada di Jawa 
Tengah selama 2 tahun. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa 
laporan realisasi penerimaan keuangan pemerntah. Metode analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. 
Berdasarkan  hasil  penelitian dapat  disimpulkan bahwa  pajak daerah dan 
retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dan laba Badan 
Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 
 
Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, laba 
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1      Latar Belakang Masalah 
Otonomi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur diri 
sendiri baik dalam menentukan kebijakan maupun menentukan peraturan lainnya. 
Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah dimaksudkan untuk menjamin 
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional. Dari kewenangan yang 
diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dapat menjadikannya sebagai 
peluang untuk mengembangkan potensi ekonomi di daerahnya (Mentayani dkk, 
2014: 31). 
Sebagai daerah otonomi, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan 
mengoptimalkan semua potensi daerah yang ada. Dari penggalian dan 
optimalisasi potensi yang ada pada daerah tersebut dapat diperoleh sebuah 
pemasukan bagi daerah itu sendiri dan dapat dikategorikan sebagai Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) . Beberapa komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah: 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 
dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah (Kusuma dan Wirawati, 2013: 575) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan pemerintah daerah 
yang bersumber dari sumber daya ekonomi daerah yang berpotensi untuk dikelola 
secara maksimal sehingga mampu memberikan manfaat ekonomis bagi daerah 
tersebut. Komponen paling utama dalam memberikan kontribusinya terhadap 
PAD yang adalah hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah, disamping kedua 
hal tersebut sumber-sumber lain yang dapat menambah tingginya pendapatan asli 
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daerah juga perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan PAD (Mentayani dkk, 
2014: 31). 
Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam 
mengambil suatu keputusan yang tepat agar  masyarakat dapat memperoleh 
pelayanan yang baik dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus adil dalam 
melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh 
masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat 
mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk membangun 
berbagai macam sarana publik yang dapat digunakan oleh masyarakat (Kusuma 
dan Wirawati, 2013: 575). 
Pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke 
kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang 
memberikan kedudukan tertentu. Pajak bukan sebagai hukuman yang diberikan 
pemerintah kepada masyarakatnya, pemungutan pajak dapat dilakukan menurut 
peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada 
jasa timbal balik dari negara secara langsung. Pajak bertujuan untuk memelihara 
kesejahteraan secara umum (Resmi, 2014: 1). 
Seperti halnya pajak pada umumya, pajak daerah adalah pajak yang 
dipungut oleh pemerintah daerah dan dapat digunakan untuk membiayai sebagian 
belanja daerah. Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada pemerintah 
daerah yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan. 
Ketentuan tentang pajak daerah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2000 yang 
telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 (Sunanto, 2015: 4). 
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Selain bersumber dari pajak daerah, pendapatan asli daerah juga dapat 
bersumber dari retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan yang dikenakan 
sehubungan dengan suatu jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah secara 
langsung dan nyata kepada pembayar (Resmi, 2014: 2). Dengan demikian, 
retribusi daerah juga mempunyai peran penting dalam meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) serta membiayai pengeluaran pemerintah daerah. 
Seperti halnya pajak daerah, retribusi daerah merupakan salah satu sumber 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan mampu membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Retribusi daerah ini 
memberlakukan sistem self assessment, yang berarti wajib pajak dapat 
menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-
undang perpajakan (Sunarto dan Fatimah, 2016: 93). Jadi, retribusi daerah sangat 
beperan penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembiayaan 
pemerintah. 
Pendapatan asli daerah juga dapat dipengaruhi oleh perusahaan daerah 
yang merupakan bentuk badan usaha yang layak untuk melaksanakan pengelolaan 
pasar dengan manajemen yang tepat dan profesional, mengingat perkembangan 
pasar dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan, sehingga untuk 
mewadahi perkembangan pasar dimaksud diperlukan sistem kerja yang berlaku 
bagi perusahaan, sedangkan tujuan normatif yang hendak dicapai meliputi 
peningkatan pendapatan dan peningkatan usaha (Sugiarto, 2016: 169). 
 Dalam penelitian sebelumnya Mentayani, dkk (2014) menunjukkan bahwa 
pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli 
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daerah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2007 – 
2011. Penelitian tersebut juga didukung dengan penelitian putri dan Rahayu 
(2015) yang menghasilkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah secara parsial 
berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Cirebon. 
Dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Provinsi Jawa Tengah 
membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk 
melaksanakan pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah sebagai Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil 
pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. 
Mengingat Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari berbagai macam 
kabupaten/kota dan dari setiap daerah mempunyai potensi-potensi tersendiri untuk 
meningkatkan PAD. Peningkatan PAD di Jawa Tengah dapat dipengaruhi oleh 
komponen pajak daerah, retribusi daerah dan juga mengoptimalkan Badan Usaha 
Milik Daerah (BUMD) guna memperoleh keuntungan yang maksimal. Sehingga, 
semakin besar pajak daerah, retribusi daerah dan laba BUMD maka akan 
meningkatkan pendapatan asli daerah. 
Pendapatan asli daerah pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2016 dalam 
realisasinya tidak memenuhi sesuai dengan target yang ditentukan. Realisasi yang 
tercapai hanya 93,54 persen atau Rp.19.632 triliun dari yang dipatok dari Rp 
20,988 triliun. Kendati begitu hasil capaian tersebut meningkat 16,7 persen dari 
realisasi tahun 2015 (www.jateng.bps.go.id). 
Pada tahun anggaran 2015 terhimpun sebesar 10,70 triliun rupiah naik 
17,95 persen dibandingkan tahun anggaran 2014. Pajak daerah memberikan 
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kontribusi paling tinggi yaitu sebesar 10,27 triliun rupiah atau sebesar 87,77 
persen dari total pendapatan asli daerah. Sedangkan realisasi pendapatan asli 
daerah pada tahun anggaran 2016 terhimpun sebesar 19,63 triliun rupiah naik 16,6 
persen dibandingkan tahun anggaran 2015. Pajak daerah memberikan kontribusi 
paling tinggi yaitu sebesar 9,67 trilyun rupiah atau sebesar 49,27 persen dari total 
pendapatan asli daerah (jateng.bps.go.id). 
Maka dari uraian diatas penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa 
apakah pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan laba Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan judul 
“Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Laba Badan Usaha Milik 
Daerah (BUMD) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2015-2016”.  
 
1.2 Identifikasi Masalah 
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat berperan penting dalam membiayai 
pengeluaran pemerintah daerah guna membangun sarana masyarakat. 
2. Tidak tercapainya target realisasi pedapatan asli daerah di Provinsi Jawa 
Tengah pada tahun 2016. 
3. Kontribusi pajak daerah dalam mempengaruhi pendapatan asli daerah tahun 
2016 mengalami penurunan yaitu hanya sebesar 49,27% dibandingkan 
tahun 2015 yaitu sebesar 87,77%. 
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1.3 Batasan Masalah 
Batasan masalah dalam penelitian ini dibuat agar penelitian ini tidak 
menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Batasan masalah dalam penelitian 
ini adalah peneliti menggunakan data realisasi penerimaan pendapatan pemerintah 
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang mencakup tentang laporan realisasi 
penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba Badan Usaha Milik Darerah 
(BUMD) tahun 2015-2016. 
 
1.4  Rumusan Masalah 
1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) se-
kabupaten/kota di Jawa Tengah? 
2. Apakan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) 
se-kabupaten/kota di Jawa Tengah? 
3. Apakah laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD) se-kabupaten/kota di Jawa Tengah? 
 
1.5 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menganalisis apakah pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) se-kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
2. Untuk menganalisis apakan retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) se-kabupaten/kota di Jawa Tengah. 
3. Untuk menganalisis apakah laba BUMD berpengaruh terhadap pendapatan 
asli daerah (PAD) se-kabupaten/kota di Jawa Tengah 
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1.6 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya 
ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik, 
sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang akan datang 
terkait faktor yang mempengaruhi peringkat sukuk perusahaan. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi penulis 
Penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang faktor-faktor yang dapat 
mempengaruhi pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa tengah. 
b. Bagi  Pemerintah Daerah 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah se-
kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal menentukan besarnya pajak daerah 
dan retribusi daerah serta mengoptimalkan kinerja BUMD agar dapat 
memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) yang maksimal. 
c. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana atau referensi 
dalam pemikiran dan penalaran untuk merumuskan masalah yang baru dalam 
penelitian selanjutnya.  
1.7  Jadwal Penelitian 
Terlampir 
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1.8 Sistematika Penulisan 
BAB I: PENDAHULUAN  
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi dasar 
pemikiran dan gambaran secara garis besar penelitian serta menjadi alasan 
mengapa penelitian ini dilakukan, selanjutnya disusun rumusan masalah dan 
dijelaskan tentang tujuan dan manfaat penelitian serta disusun sistematika 
penulisan di akhir bab ini.  
BAB II : LANDASAN TEORI  
Pada bab ini meliputi landasan teori yang menjadi dasar dari penelitian dan 
penelitian terdahulu yang dijadikan dasar dalam perumusan hipotesis dan analisis 
penelitian ini. Setelah itu diuraikan dan digambarkan kerangka pemikiran dari 
penelitian kemudian disebutkan hipotesis yang ingin diuji, berdasarkan teori yang 
digunakan untuk menjelaskan pengaruh dari variabel. Teori yang digunakan 
adalah teori tentang keuangan daerah yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah (PAD). 
BAB III : METODE PENELITIAN 
Pada bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional 
variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data 
serta metode analisis data. 
BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari objek penelitian, hasil analisis 
data dari pengujian-pengujian statistik dan diakhiri dengan interpretasi hasil 
berupa penolakan atau penerimaan hipotesis yang diuji.  
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BAB V : PENUTUP  
Pada bab ini berisi kesimpulan atas hasil analisis pada bab sebelumnya, 
keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian berikutnya.  
  
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
 
2.1 Kajian Teori 
2.1.1    Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
 Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan 
keuangan pemerintah pusat dan daerah dan diperjelas pasal 1 ayat 28 
menyebutkan pendapatan asli daerah yaitu : “Pendapatan asli daerah adalah 
pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah 
sesuai dengan perundang-undangan”. Sedangkan menurut PP RI No.58 tahun 
2005 tentang pengelolaan keuangan aerah, pendapatan daerah adalah hak 
pemerintah yang diakui sebagai nilai kekayaan bersih. 
Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah 
yang dipungut berdasarkan Peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, 
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. 
Pendapatan Asli Daerah ini mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. 
Semakin tinggi PAD nya maka semakin tinggi tingkat kemandirian dalam suatu 
daerah (Putri dan Rahayu, 2015: 281). 
  Tingkat ekonomi dan pendapatan masyarakat disuatu daerah merupan 
cerminan dari pendapatan asli daerah, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi 
pemerintah daerah untuk meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan 
sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat 
jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesjahteraan sekaligus menambah 
11 
 
 
pendapatan asli daerah, peningkatan pendapatan asli daerah tentunya tidak 
terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur 
swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha untuk selanjutnya dapat 
memberikan masukan terhadap daerah (Fitriana, 2014: 1879) 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting sebagai sumber pembiayaan 
dan sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Sehingga untuk 
melaksanakan otonomi daerah, pemerintah harus dapat mengidentifikasi sektor-
sektor yang dinilai potensial sebagai pendorong pembangunan daerah, terutama 
dalam memaksimalkan PAD (Sunanto, 2015: 4) 
Suriadinata (1994: 103) menyatakan bahwa untuk memperoleh target 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih dipertanggung jawabkan, 
penyusunannya perlu memperhitungkan berbagai faktor-faktor, antara lain : 
1. Realisasi penerimaan pendapatan dari tahun anggaran yang lalu dengan 
memperhatikan faktor pendukung yanag menyebabkan tercapainya 
realisasi tersebut serta faktor-faktor penghambatnya. 
2. Kemungkinan pencarian tunggakan tahun-tahun sebelumnya yang 
diperkirakan dapat ditagih. 
3. Data potensi objek dan estimasi perkembangan perkiraan. 
4. Kemungkinan adanya perubahan penyesuaian tarif dan penyempurnaan 
sistem pungutan. 
5. Keadaan sosial ekonomi dan tingkat kesadaran masyarakat selaku wajib 
bayar. 
6. Kebijakan dibidang ekonomi dan moneter. 
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2.1.2 Pajak Daerah 
 Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara 
(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan 
terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat balas jasa secara 
langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai keperluan negara dalam 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2005: 7). Hal ini 
dapat menjamin bahwa kas negara selalu berisi uang pajak. Penerimaan pajak 
berdasarkan undang-undang akan menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi 
pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan 
besarnya pajak. 
 Pada hakekatnya tidak ada tidak ada perbedaan pengertian antara yang 
pokok antara pajak negara dan pajak daerah mengenai prinsip-prinsip umum 
hukumnya. Perbedaan yang ada hanya pada aparat pemungut,dasar pemungutan, 
dan penggunaan pajak (Mardiasmo, 2001: 93). Dalam konteks daerah, pajak 
daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang diatur 
berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil pungutannya digunakan 
untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 2005 : 1). 
 Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2000, pajak daerah adalah iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang 
seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan perauran perundang-undangan 
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah 
daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan 
pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan pemerintah 
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daerah (Perda) yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan 
hasilnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan daerah (Siahaan, 2005: 
10). 
 Davey (1983) dalam Prawoto (2011: 420) menyatakan bahwa terdapat 
empat kriteria mengenai pajak daerah. Keempat kriteria tersebut adalah : 
1. Kecukupan dan elastisitas. Kecukupan maksudnya bahwa sumber pendapatan 
tersebut harus menghasilkan pendapatan yang besar dalam kaitannya dengan 
seluruh atau sebagian biaya pelayanan yang akan dikeluarkan. Sedangkan 
elastisitas adalah kemampuan untuk menghasilkan tambahan pendapatan agar 
dapat menutup tuntutan yang sama atas pengeluaran pemerintah daerah. 
2. Keadilan. Prinsip keadilan ini adalah bahwa beban pengeluaran pemerintah 
haruslah dipikul oleh semua golongan dalam masyarakat sesuai dengan 
kesanggupan masing-masing golongan. 
3. Kemampuan administratif. Untuk menilai suatu pajak agar dapat memenuhi 
tuntutan keadilan dan pemerataan, maka dibutuhkan suatu administrasi yang 
baik dan fleksibel. Dimana administrasi pemungutan pajak harus sederhana, 
mudah dihitung, dan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. 
4. Adanya kesepakatan politik. Dengan adanya kemampuan politik, maka 
diharapkan pajak dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga 
menimbulkan motivasi untuk membayar pajak. 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah dibagi 
menjadi 2 macam, yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Pajak provinsi 
meliputi: 
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1. Pajak kendaraan bermotor. 
2. Bea balik nama kendaraan bermotor; 
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; 
4. Pajak air permukaan; 
5. Pajak rokok. 
Jenis pajak provinsi bersifat limitatif yang berarti provinsi tidak dapat 
memungut pajak lain yang telah ditetapkan. Adanya jenis pajak yang dipungut 
oleh provinsi terkait dengan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom yang 
terbatas hanya meliputi kewenangan dalam bidang pemerintah yang bersifat lintas 
daerah. Namun, dalam pelaksanaanya provinsi dapat tidak memungut jenis pajak 
yang telah ditetapkan tersebut jika dipandang hasilnya kurang memadai (Prawoto, 
2011: 470). 
Adapun jenis pajak terdapat di Kabupaten/kota dibedakan menjadi 
beberapa jenis, yaitu: 
1. Pajak hotel; 
2. Pajak restoran; 
3. Pajak hiburan; 
4. Pajak reklame; 
5. Pajak penerangan jalan; 
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan; 
7. Pajak parkir; 
8. Pajak air tanah; 
9. Pajak sarang burung walet; 
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10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan; 
11. Pajak perolehan hak atas tanah dan bangunan. 
Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif, artinya kabupaten/kota 
diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang 
ditetapkan dalam UU No. 28 Tahun 2009 dengan menetapkan sendiri jenis pajak 
yang bersifat spesifik sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh 
Undang-Undang tersebut. Besarnya tarif definitif untuk pajak kabupaten/kota 
ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif 
maksimum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang (Prawoto, 2011: 471). 
Dalam ketentuannya, daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak 
yang telah ditetapkan baik pajak provinsi maupun pajak kabupaten/kota. Jenis 
pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan 
disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dalam peraturan 
daerah.khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak 
terbagi dalam daerah Kabupaten atau kota otonom, jenis pajak yang dapat 
dipungut merupakan gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk 
daerah kabupaten atau kota (Samudra, 2015: 69) 
Dalam pemungutan pajak daerah, terdapat dua istilah yang sering 
disamakan tetapi memiliki pengertian yang berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib 
pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan 
pajak daerah. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk 
melakukan pembauaran pajak yang terutang termasuk pemungut atau pemotong 
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pajak tertentu. Oleh sebab itu, seseorang atau badan yang telah menjadi wajib 
pajak apabila telah ditentukan oleh peraturan daerah untuk melakukan 
pembayaran pajak. (Siahaan, 2005: 56). 
Pajak sangat berperan penting dalam meningkatkan pendapatan lokal 
maupu negara itu sendiri. Dampak yang muncul dari pajak adalah dapat menjadi 
sumber pendanaan bagi pemerintah daerah  dan juga dapat mengalokasikan pajak 
tersebut untuk membangun layanan masyarakat di daerah tersebut (Mabe dan 
Kusaana, 2015) 
 
2.1.3    Retribusi Daerah 
Secara umum, retibusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada 
negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara kepada 
penduduknya secara perorangan. Dalam konteks daerah, retribusi daerah 
merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 
tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau badan (Siahaan, 2005: 5). 
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 retribusi daerah adalah 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 
orang pribadi atau badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya dengan pajak 
daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), menjadi 
salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. 
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Besarnya retribusi yang harus dibayar oleh orang pribadi atau badan yang 
menggunakan jasa yang bersangkutan dihitung daeri perkalian antara tingkat 
penggunaan jasa dan tarif retribusi. Tingkat penggunaan jasa dapat dinyatakan 
sebagai kuamtitas penggunaan jasa sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul 
daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Sedangkan tarif retribusi 
adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung 
besarnya retribusi yang terutang. Tarif dapat ditentukan seragam atau ada 
perbedaan tentang golongan tarif sesuai degan prinsip dan sasaran tarif tertentu 
(Prakosa, 2005: 134). 
  Prawoto (2011: 471) menjelaskan jenis retribusi daerah secara umum 
dibagi menjadi tiga golongan, yaitu : 
1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan 
oleh pemerintah daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau badan.  
2. Retribusi jasa usaha, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah 
daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula 
disediakan oleh sektor swasta. 
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah 
daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang 
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan untuk melindungi kepentingan 
umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 
Dari jenis-jenis retribusi tersebut, jenis-jenis retribusi daerah dapat 
dikelompokkan menjadi: 
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Tabel 2.1 
Pengelompokan retribusi daerah 
(Siahaan, 2005:438) 
Penetapan jenis retribusi kedalam retribusi jasa umum dan jasa usaha 
dibuat dengan peraturan pemerintah agar tercipta ketertiban dalam penerapannya 
sehingga dapat memberikan kepastian kepada masyarakat serta dapat disesuaikan 
dengan kebutuhan nyata di daerah yang bersangkutan. Demikian pula untuk jenis 
No Retribusi Jasa Umum Retribusi Jasa Usaha Retribusi Perizinan Tertentu 
1 Retribusi Pelayanan 
Kesehatan 
Retribusi pemakaian 
kekayaan daerah 
Retribusi mendirikan 
bangunan 
2 Retribusi pelayanan 
persampahan/ 
kebersihan 
Retribusi pasar 
grosir/pertokoan 
Retribusi tempat penjualan 
minuman beralkohol 
3 Retribusi penggantian 
biaya cetak KTP dan 
catatan sipil 
Retribusi tempat 
pelelangan 
Retribusi  Izin gangguan 
4 Retribusi pelayanan 
pemakaman  
Retribusi terminal Retribusi izin trayek 
5 Retribusi parkir di tepi 
jalan umum 
Retribusi tempat 
khusus parkir 
 
6 Retribusi pelayanan 
pasar 
Retribusi tempat 
penginapan 
 
7 Retribusi pengujian 
kendaraan bermotor 
Retribusi penyedotan 
kakus 
 
8 Retribusi pemeriksaan 
alat pemadam 
kebakaran 
Retribusi rumah 
potong hewan 
 
9 Retribusi penggantian 
biaya cetak peta 
Retribusi pelayanan 
pelabuhan kapal 
 
10 Retribusi pengujian 
kapal perikanan 
Retribusi tempat 
rekreasi dan 
olahraga 
 
11  Retribusi 
penyebrangan diatas 
air 
 
12  Retribusi pengolahan 
limbah cair 
 
13  Retribusi penjualan 
produksi usaha 
daerah 
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retribusi perizinan tertentu juga ditetapkan dengan peraturan pemerintah karena 
perizinan tersebut walaupun merupakan kewenangan pemerintah daerah, tetap 
memerlukan koordinasi dengan instansi- instansi terkait (Suparmoko, 2002 : 87). 
Jasa yang menjadi objek retribusi hanyalah jasa yang diselenggarakan oleh 
pemerintah daerah secara langsung. Apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh 
perangkat pemerintah daerah, tetapi tidak secara langsung, misalnya oleh BUMD, 
jasa tersebut tidak dikenakan retribusi (Siahaan, 2005: 437). 
 
2.1.4 Perbedaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah 
Pajak daerah dan retribusi daerah secara garis besar mempunyai pengertian 
yang sama, yaitu pungutan yang dibebankan oleh pemeritah kepada 
masyarakatnya. Akan tetapi terdapat perbedaan antara pajak daerah dan retribusi 
daerah. Siahaan (2005: 10) menjelaskan perbedaan antara pajak daerah dan 
retribusi daerah adalah: 
1. Kontra prestasinya. Pada retribusi kontra prestasinya dapat ditunjuk secara 
langsung dan secara individu dan golongan tertentu sedangkan pajak kontra 
prestasinya tidak dapat ditunjuk secara langsung. 
2. Balas jasa pemerintah. Pada pajak daerah balas jasa yang diberikan oleh 
pemerintah berlaku untuk umum, baik bagi yang membayar pajak maupun 
yang dibebaskan dari pajak. Sedangkan retribusi, balas jasanya hanya dapat 
dinikmati bagi yang membayar retribusi. 
3. Sifat pemungutnya. Pajak bersifat umum, artinya berlaku untuk seluruh 
masyarakat yang memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Sedangkan retribusi 
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sifat pemungutannya hanya terbatas pada orang yang menikmati jasa yang 
disediakan oleh pemerintah. 
4. Sifat pelaksanaanya. Pajak mempunyai sifat mengikat atau memaksa, itu 
berarti jika ada yang melanggar akan dikenakan sanksi. Sedangkan retribusi 
bersifat ekonomis, yang berarti hanya orang yang ingin mendapat balas jasa 
dari pemerintah harus membayar retribusi. 
5. Lembaga pemungutnya. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat ataupun 
pemerintah daerah, sdangkan retribusi hanya dipungut boleh pemerintah 
daerah. 
 
2.1.5  Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemda 
berdasarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1974 yang terdiri dari perusahaan 
yang bergerak di bidang jasa keuangan dan perbankkan (Bank Pembangunan 
Daerah dan Bank Pasar) dan usaha seperti penyediaan air bersih (PDAM), jasa 
sektor industri pertanian, perkebunan dan lain-lian (Saleh, 2015). 
Pada dasarnya BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki oleh daerah, 
tetapi dalam melaksanakan kegiatannya berdiri secara mandiri dan terlepas dari 
pemerintah daerah. Oleh karena itu, jasa yang diberikan oleh BUMD bukanlah 
jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, sehingga bebas dari pungutan 
pemerintah daerah. Namun apabila BUMD memanfaatkan jasa atau perizinan 
tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah, maka BUMD wajib membayar 
pungutan yang diberikan oleh pemerintah daerah (Siahaan, 2005: 437). 
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 Pendirian BUMD bertujuan untuk menambah penghasilan daerah, 
penyediaan jasa kepada masyarakat, penyelenggaraan pelayanan / kepentingan 
umum dan memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian 
daerah.Secara khusus pendirian perusahaan daerah bagi pemerintah daerah 
diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap PAD (Saleh, 2015). 
 Mengenai pendapatan hasil perusahaan daerah, disebutkan bahwa daerah-
daerah otonom dapat mendirikan perusahaan-perusahaan yang menguntungkan 
daerah dan memenuhi kewajiban sosial (Samudra, 2015: 56).  
Menurut Dewi (2002: 4) hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan 
daerah adalah sebagai berikut: 
1. Perusahaan daerah adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi 
jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan. 
2. Tujuan perusahaan daerah untuk turut serta melaksanakan pembangunan 
daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan 
menggutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja 
menuju masyarakat yang adil dan makmur. 
3. Perusahaan daerah bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan 
rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok 
pemerintahan daerah.. 
Kendala yang dihadapi dalam rangka pengembangan BUMD antara lain 
keterbatasan modal, campur tangan birokrat yang berlebihan, status badan hukum 
yang tidak jelas dan minimnya SDM yang berkualitas/profesional. Padahal 
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keempat unsur tersebut sangat penting dalam upaya peningkatan dan 
pengembangan BUMD (Saleh, 2015). 
 
 2.2  Hasil Penelitian Yang Relevan 
Untuk mendukung penelitian ini, terdapat beberapa penelitian relevan 
yang telah dilakukan sebelumnya, antara lain: 
Tabel 2.2 
Penelitian yang relevan 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
1 Kusuma 
dan 
Wirawati 
(2013) 
Pengaruh penerimaan 
pajak daerah dan 
retribusi daerah 
terhadap pendapatan 
asli daerah di 
Kabupaten/Kota Bali 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa penerimaan pajak daerah 
dan retribusi daerah berpengaruh 
signifikan terhadap peningkatan 
PAD se-Kabupaten/Kota di 
Provinsi Bali. Hasil statistik 
menjelaskan bahwa penerimaan 
pajak daerah lebih dominan 
kontribusinya dalam peningkatan 
PAD Provinsi Bali yakni sebesar 
84,9% sedangkan untuk retribusi 
daerah hanya 16,6% kontribusinya 
terhadap PAD se-Kabupaten/Kota 
di Provinsi Bali 
2 Sunarto 
dan 
Fatimah 
(2016) 
Pengaruh penerimaan 
retribusi dan penetapan 
tarif obyek wisata 
terhadap pendapatan 
asli daerah Kabupaten 
Gunung Kidul 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Secara parsial Penerimaan 
Retribusi berpengaruh positif 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
(PAD). Penetapan Tarif Obyek 
Wisata secara parsial tidak 
berpengaruh terhadap Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). 
3 Mabe dan 
Kuusaana 
(2015) 
Pengaruh pajak properti 
terhadap insfraktruktur 
dan layanan perkotaan 
di Ghana 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pajak properti mampu 
meningkatkan pendapatan daerah 
dan dapat digunakan untuk 
membangun layanan masyarakat. 
Tabel berlanjut... 
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Lanjutan tabel 2.2 
No Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 
4 Saleh 
(2015)  
Analisis pendapatan asli 
daerah Kabupaten 
Maluku Tengah 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) Kabupaten Maluku 
Tengah selama tahun 2008-2012 
cenderung menurun dari tahun ke 
tahun, dengan sumber 
penerimaan PAD terbesar berasal 
dari komponen PAD yang Sah 
Lainnya, diikuti oleh penerimaan 
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, 
dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 
Daerah yang Dipisahkan. 
5 Putri Dan 
Rahayu 
(2015) 
Pengaruh pajak daerah 
dan retribusi daerah 
terhadap pendapatan asli 
Daerah (PAD) di 
Kabupaten Cirebon 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Secara simultan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah 
berpengaruh signifikan terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. Secara 
parsial Pajak Daerah dan retribusi 
Daerah berpengaruh signifikan 
secara positif terhadap 
Pendapatan Asli Daerah. 
6 Mentayani
,dkk 
(2014) 
Pengaruh penerimaan 
pajak daerah dan 
retribusi daerah terhadap 
pendapatan asli daerah 
pada kabupaten dan kota 
di provinsi kalimantan 
selatan 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah secara bersama-
sama berpengaruh positif 
terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten dan Kota di Provinsi 
Kalimantan Selatan pada tahun 
2007 – 2011. 
7 Marita dan 
Suardana 
(2016) 
Pengaruh pajak daerah 
pada pendapatan asli 
daerah di Kota Denpasar 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa Realisasi penerimaann 
pajak daerah berpengaruh positif 
dan sigifikansi terhadap 
pendapatan asli daerah di Kota 
Denpasar tahun 2009-2013. 
8 Sugiarto 
(2016) 
Analisis kontribusi 
Perusahaan Daerah Pasar 
terhadap peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah 
di Kabupaten Lamongan. 
Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa perusahaan Daerah pasar 
tidak dapat memberikan 
kontribusi yang maksimal 
terhadap pendapatan asli daerah 
di Kabupaten Lamongan. 
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2.3 Kerangka Berfikir 
Keuangan daerah pada dasarnya meliputi penerimaan dan pengeluaran 
pemerintah daerah. Dalam hal penerimaan daerah terdapat pendapatan asli daerah 
yang dipengaruhi oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba atas badan 
usaha milik daerah (BUMD). 
Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud menguji pengaruh pajak daerah, 
retribusi daerah, dan bagian laba atas BUMD terhadap pendapatan asli daerah 
(PAD). Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan hal yang sangat penting karena 
dapat dijadikan sebagai pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan 
tugasnya serta dapat digunakan dalam pembangunan daerah.  
Penelitian variabel pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada 
penelitian Kusuma dan Wirawati (2013). Sedangakan variabel laba BUMD 
mengacu pada penelitian Sugiarto (2016). Penelitian ini menggunakan data 
laporan realisasi penerimaan pemerintah daerah se-kabupaten/kota di Jawa 
Tengah selama 2 tahun, yakni tahun 2015-2016. 
Gambar 2.1 
Skema Kerangka Berfikir 
 
 
 
 
 
 
 
Pajak Daerah  (X1) 
 
 Retribusi Daerah (X2) 
Laba BUMD (X3) 
Pendapatan Asli Daerah (Y) 
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2.4  Perumusan Hipotesis 
2.4.1 Pengaruh Pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah 
Samudra (2015: 52) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan salah 
satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksannan 
pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah serta 
ditentukan dalam menentukan besarnya terif pajak yang harus dibayarkan. 
Hal ini konsisten dengan penelitian Sunanto (2015) bahwa penerimaan 
pajak daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Sumber 
penerimaan yang dapat digali salah satunya berupa pajak daerah yang merupakan 
andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat 
memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah (Fitriana, 
2014 : 1884). Semakin tinggi penerimaan pajak daerah maka akan meningkatkan 
pendapatan asli daerah, semakin rendah penerimaan pajak daerah maka akan 
menurunkan pendapatan asli daerah.maka dapat disimpulkan bahwa pajak daerah 
dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. Maka hipotesis dalam penelitian ini 
adalah : 
 H1 : Pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 
 
2.4.2 Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
  Retribusi daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 yaitu 
pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan 
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orang pribadi atau badan. Retribusi daerah mempunyai peranan yang sangat besar 
terhadap pelaksanaan otonomi daerah untuk merealisasi pendapatan asli daerah.  
Hal ini sejalan dengan penelitian Kusuma dan Wirawati (2013) bahwa 
penerimaan retribusi daerah dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah. 
Semakin besar jumlah penerimaan Retribusi Daerah maka akan semakin besar 
pula jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Maka hipotesis dalam 
penelitian ini adalah : 
  H2 : Retribusi daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. 
 
2.4.3 Pengaruh Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah 
  Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mempunyai tujuan untuk 
menunjang peningkatan pendapatan asli daerah yang selanjutnya dapat digunakan 
untuk membiayai keperluan pemerintah dalam membangun daerah dan melayani 
kebutuhan masyarakatnya. Dengan kata lain, pendirian badan usaha milik daerah 
dapat menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (saleh, 2015: 26). 
  Hal ini bertentangan dengan penelitian Sugiarto (2013), hasil penelitian 
menunjukkan bahwa laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kurang 
berkontribusi terhadap Pendapatan Asli daerah (PAD). Semakin besar laba yang 
dihasilkan oleh BUMD, maka Pendapatan Asli Daerah juga akan semakin 
meningkat. Maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:  
  H3: Laba badan usaha milik daerah tidak berpengaruh terhadap 
         pendapatan asli daerah.   
  
 
 
BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
3.1 Waktu dan Wilayah Penelitian 
Waktu yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu dari 
penyusunan laporan sampai menganalisis data sampai selesai, yakni pada bulan 
Juli sampai dengan selesai. Wilayah yang digunakan pada penelitian ini adalah 
seluruh provinsi di Jawa Tengah. 
 
3.2 Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif 
menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel 
penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik 
(Indriantoro dan Supomo, 1999: 13). 
 
3.3 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel 
3.3.1 Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah laporan realisasi pendapatan 
pemerintah daerah se-kabupaten/kota di Jawa Tengah. Jumlah populasi dalam 
penelitian ini mencakup seluruh laporan penerimaan pajak daerah, retribusi 
daerah, dan laba BUMD pemerintah daerah se-kabupaten/kota di Jawa Tengah 
yang terdiri dari 35 kabupaten/kota. 
3.3.2 Sampel  
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan realisasi 
pendapatan pemerintah daerah se-kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2 tahun, 
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yakni periode tahun 2015-2016. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
berjumlah 70 sampel. 
 
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan sampling jenuh, yaitu semua populasi digunakan sebagai 
sampelnya, agar dapat menggambarkan secara tepat variabel yang diteliti. Metode 
sampling jenuh atau istilah lainnya sensus merupakan teknik penentuan sampel 
bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2008: 122). 
Sampel dalam penelitian ini diambil berdasarkan laporan realisasi 
pendapatan pemerintah daerah se-Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang 
terpublikasi selama 2 tahun terakhir dengan tujuan dapat diketahui perolehan 
pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba badan usaha milik daerah (BUMD) 
selama kurun waktu tersebut, yang selanjutnya dapat diketahui pengaruhnya 
terhadap pendapatan asli daerah (PAD) selama 2 tahun terakhir. 
 
3.4 Data dan Sumber Data 
Jenis data yang diperoleh adalah data dokumenter, yaitu data yang 
diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan 
dicatat oleh pihak lain), umumnya berupa bukti catatan atau laporan historis yang 
telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 
dipublikasikan (Indriantoro dan Supomo, 1999: 147).  
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, 
yaitu data yang sudah diolah pihak pengumpul data primer serta melalui studi 
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pustaka yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi dan dianalisis, 
disajikan dalam bentuk informasi. Sumber data penelitian ini adalah laporan 
realisasi pendapatan pemerintah daerah se-kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 
kurun waktu 2 tahun, yakni tahun 2015-2016. Data diperoleh dari website Badan 
Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jawa Tengah. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1 Studi Pustaka 
Teori dalam penelitian ini diperoleh dari buku, jurnal, dan skripsi. Metode 
ini digunakan untuk mempelajari dan memahami pokok bahasan yang terkait 
dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
3.5.2 Studi Dokumentasi 
Penelitian ini menghimpun data yang telah terdokumentasi serta 
terpublikasi, yakni laporan realisasi pendapatan pemerintah daerah se-
kabupaten/kota di Jawa Tengah selama 2 tahun, yaitu tahun 2015-2016. 
 
3.6  Variabel Penelitian 
1. Variabel Dependen 
Variabel dependen adalah tipe variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi 
oleh variabel independen (Indriantoro dan Supomo, 1999: 63). Variabel dependen 
sering disebut juga sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa 
Indonesia sering disebut variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel 
yang dipengaruhi atau sebagai akibat, karena adanya variabel bebas (Indriantoro 
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dan Supomo, 1999: 63). Sementara variabel dependen dalam penelitian ini adalah 
pendapatan asli daerah (PAD). 
2. Variabel Independen 
Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau 
mempengaruhi variabel yang lain. Variabel independen juga dapat disebut sebagai 
variabel yang mendahului (antecedent variabel) dan dinamakan sebagai variabel 
yang diduga sebagai sebab dari variabel dependen. dalam bahasa Indonesia sering 
disebut juga variabel bebas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah 
pajak daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD). 
 
3.7 Definisi Opersional Variabel 
3.7.1 Variabel Dependen 
Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
sebagai Y. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang 
diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilahnya sendiri yang dipungut 
berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku (Sunarto dan Fatimah, 2016: 95). Dalam hal ini pengukuran variabel 
Pendapatan Asli Daerah yaitu diperoleh berdasarkan data data yang telah diterima 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dari masing-masing 
kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah disusun dan dipublikasikan. 
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3.7.2 Variabel Independen 
Variabel independen atau variabel bebas dalam penelitian ini adalah faktor 
yang dapat mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD), variabel dependen 
dalam penelitian ini meliputi : 
1. Pajak daerah (X1) 
Pajak daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah 
yang diatur berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasil 
pemungutannya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah (Prakosa, 
2005: 1). Dalam penelitian ini, teknik pengukuran variabel pajak daerah adalah 
berdasarkan data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 
Jawa Tengah dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah 
disusun dan dipublikasikan. 
2. Retribusi Daerah 
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh 
pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Sunarto dan 
Fatimah, 2016: 95).  Dalam penelitian ini, pengukuran variabel retribusi daearah 
diperoleh dari data yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi 
Jawa Tengah dari masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah 
disusun dan dipublikasikan. 
3. Laba BUMD 
Perusahaan Daerah merupakan bentuk badan usaha yang layak untuk 
melaksanakan pengelolaan potensi daerah dengan manajemen yang tepat dan 
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profesional, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah (Sugiarto, 2016: 
168). Dalam penelitian ini, pengukuran variabel laba BUMD diperoleh dari data 
yang telah diterima oleh Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi Jawa Tengah dari 
masing-masing kabupaten/kota di Jawa Tengah yang telah disusun dan 
dipublikasikan.. 
 
3.8    Teknik Analisis Data 
Seluruh penyajian dan analisis data yang digunakan pada penelitian ini 
menggunakan bantuan program SPSS 22. Penelitian ini diuji statistik yang terdiri 
dari statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji kelayakan model, dan pengujian 
hipotesis. 
3.8.1  Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara 
mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana 
adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau 
generalisasi. Termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data 
melalui tabel, perhitungan nilai minimum, maksimum, penyebaran data melalui 
perhitungan rata-rata, dan standar deviasi (Sugiono, 2012). 
3.8.2  Uji Asumsi Klasik 
Untuk mengetahui apakah ada pelanggaran asumsi klasik ekonometrika 
maka dilakukan pengujian terhadap asumsi klasik ekonometrika yaitu Normalitas 
Data, Multikolinearitas, Autokorelasi, dan Heteroskedastisitas. 
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1. Uji Normalitas 
Menurut Sugiyono (2009:172) Penggunaan Statistik Parametris 
mensyaratkan bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis harus 
berdistribusi normal. Oleh karena itu sebelum pengujian hipotesis dilakukan, 
maka terlebih dulu akan dilakukan pengujian normalitas data. Uji normalitas 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu 
atau residual memiliki distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji 
statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil (Ghozali, 2011). 
Penelitian ini uji normalitasnya secara statistik menggunakan alat analisis 
One Sample Kolmogorov-Smirnov. Pedoman yang digunakan dalam 
pengambilan kesimpulan adalah sebagai berikut (Ghozali, 2012: 163): 
a. Jika nilai sig (2-tailed) > 0,05 ; maka distribusi data normal; 
b. Jika nilai sig (2-tailed) < 0,05 ; maka distribusi data tidak normal. 
2. Uji Multikolinieritas 
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regesi 
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi 
yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika 
variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal 
(variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen 
sama dengan nol) (Ghozali, 2012 : 105). 
Untuk mengukur multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat nilai 
tolerance dan VIF (Variance Inflation Factor). Kedua ukuran ini menunjukkan 
setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen 
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lainnya. Jika nilai tolerance ≤ 0,1 dan VIF ≥ 10, mengartikan bahwa data 
tersebut terjadi multikolinearitas. Jika nilai tolerance ≥ 0,1 dan VIF ≤ 10, 
dapat diartikan tidak terdapat multikolinearitas dalam data penelitian tersebut 
(Ghozali, 2012: 105). 
3. Uji Autokorelasi  
Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear 
ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan 
pengganggu pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang 
berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering 
ditemukan pada data time series. Model regresi yang baik adalah regresi yang 
bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi 
adanya autokorelasi ini adalah uji Durbin Waston (DW) (Ghozali, 2011). 
4. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi 
terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan 
yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, 
maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. 
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas (Ghozali, 2009). 
Salah satu metode yang digunakan untuk menguji heteroskedastisitas 
dalam model regresi adalah dengan uji Park. Metode uji park mengemukakan 
metode bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel independen. 
Kriteria yang digunakan adalah apabila nilai p-value < 0,05, maka model 
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tersebut terdapat heteroskedastisitas. Namun jika p-value > 0,05 maka tidak 
terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2012: 141). 
3.8.3 Uji Kelayakan Model 
1. Uji F 
Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah seluruh variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama 
terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:98). Kriteria pengambilan 
keputusan adalah : 
Pengujian ini dilakukan dengan melihat signifikansi nilai F pada tabel 
Anova. Kriteria pengambilan keputusan yaitu: 
a. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas < nilai signifikansi (0,05), 
maka hipotesis ditolak. Ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. 
b. Bila F hitung > F tabel atau probabilitas > nilai signifikansi (0,05), 
maka hipotesis diterima. Ini berarti bahwa secara simultan variabel 
independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel 
dependen. 
2. Uji Koefisien Determinasi 
Koefisien determiansi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti 
kemampuan variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 
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satu berarti variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang 
dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2012: 97). 
Dalam penelitian ini menggunakan Adjusted R2 berkisar antara 0 dan 1. 
Nilai Adjusted R2 yang semakin mendekati 1 maka kemampuan model 
tersebut dalam menjelaskan variabel dependen semakin baik. Sebaliknya, bila 
nilai Adjusted R2 menjauh dari 1 maka kemampuan model tersebut dalam 
menjelaskan variabel dependen kurang baik. 
3.8.4  Analisis Regresi Linier Berganda 
Secara umum analisis ini digunakan untuk menggambarkan hubungan linear 
dari beberapa variabel independen (variabel X) terhadap variabel dependen 
(variabel Y).Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pajak Daerah (X1), 
Retribusi Daerah (X2), Laba BUMD (X3), sedangkan variabel dependen adalah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Y) sehingga persamaan regresi bergandanya 
adalah : 
Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 +  e 
Dimana: 
Y  =  Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
α  = Konstanta 
β  = Koefisien Regresi Variabel Independen 
X1  = Pajak Daerah 
X2  = Retribusi Daerah 
X3  = Laba BUMD 
e  = error 
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3.8.5  Uji Hipotesis 
Uji parsial (t test) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas 
(independen) secara individu mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat 
(dependen), dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan (Ghozali, 2012: 98). 
Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang 
diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai 
signifikan < 0,05 maka variable independen mampu mempengaruhi variable 
dependen secara signifikan atau hipotesis diterima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1. Gambaran Umum Penelitian 
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di pulau 
Jawa.luas wilayahnya adalah 32.548 km persegi atau 25,04% dari luas Pulau 
Jawa. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 35 kabupaten/kota, yaitu: 
Tabel 4.1 
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 
No Kabupaten/Kota No Kabupaten/Kota 
1 Kabupaten Banjarnegara 19 Kabupaten Pemalang 
2 Kabupaten Banyumas 20 Kabupaten Purbalingga 
3 Kabupaten Batang 21 Kabupaten Purworejo 
4 Kabupaten Blora 22 Kabupaten Rembang 
5 Kabupaten Boyolali 23 Kabupaten Semarang 
6 Kabupaten Brebes 24 Kabupaten Sragen 
7 Kabupaten Cilacap 25 Kabupaten Sukoharjo 
8 Kabupaten Demak 26 Kabupaten Tegal 
9 Kabupaten Grobogan 27 Kabupaten Temanggung 
10 Kabupaten Jepara 28 Kabupaten Wonogiri 
11 Kabupaten Karanganyar 29 Kabupaten Wonosobo 
12 Kabupaten Kebumen 30 Kota Magelang 
13 Kabupaten Kendal 31 Kota Pekalongan 
14 Kabupaten Klaten 32 Kota Salatiga  
15 Kabupaten Kudus 33 KotaSemarang 
16 Kabupaten Magelang 34 Kota Surakarta 
17 Kabupaten Pati 35 Kota Tegal 
18 Kabupaten Pekalongan   
(jateng.bps.go.id) 
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4.2. Pengujian dan Hasil Analisis Data 
4.2.1. Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Deskripsi data digunakan untuk memberikan gambaran mengenai data yang 
diperoleh dari hasil penelitian. Deskripsi data ini meliputi nilai minimum, nilai 
maximum, mean dan standar deviasi. Nilai minimum merupakan nilai terendah 
untuk setiap variabel, sedangkan nilai maksimum adalah nilai tertinggi dari setiap 
variabel. Nilai mean merupakan nilai rata-rata dari setiap variabel yang diteliti. 
Standar deviasi merupakan sebaran data yang digunakan dalam penelitian yang 
mencerminkan data tersebut heterogen atau homogen yang sifatnya fluktuatif. 
Adapun Hasil dari pengujian statistik deskriptif dari pajak daerah, retribusi 
daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD) disajikan dalam tabel sebagai 
berikut: 
Tabel 4.2 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
PAD 
70 
73.363.584
.659 
1.337.270.314
.304 
287.196.615.67
9,44 
182.736.759.334,
844 
PD 
70 
17.712.651
.847 
1.006.487.472
.078 
103.725.193.68
1,80 
168.238.546.374,
177 
RD 
70 
6.369.820.
108 
112.893.496.0
52 
257.243.514.80,
87 
20.801.094.652,8
19 
LBUMD 
70 
2.834.384.
000.0 
52.309.979.07
5.0 
10.662.154.736,
143 
7.256.970.118,69
69 
Valid N 
(listwise) 
70     
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan uji statistik deskriptif pada tabel diatas menunjukkan bahwa 
variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten 
Batang tahun 2016 dengan nilai Rp 73.363.584.659, dan nilai tertinggi dimiliki 
oleh Kota Semarang tahun 2016 dengan nilai Rp 1.337.270.314.304. 
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Variabel pajak daerah Nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten Batang pada 
tahun 2016 dengan nilai Rp17.712.651.847, dan nilai tertinggi dimiliki oleh Kota 
Semarang pada tahun 2016 dengan nilai Rp 1.006.487.472.078. 
Variabel retribusi daerah memiliki Nilai terendah dimiliki oleh Kabupaten 
Wonosobo pada tahun 2016 dengan nilai Rp 6.369.820.108, dan nilai tertinggi 
dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2016 dengan nilai Rp 112.893.496.052. 
Variabel laba badan usaha milik daerah (BUMD) Nilai terendah dimiliki 
oleh Kabupaten Brebes pada tahun 2015 dengan nilai Rp 2.834.384.000, dan nilai 
tertinggi dimiliki oleh Kota Semarang pada tahun 2016 dengan nilai Rp 
52.309.979.075. 
 
4.2.2. Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Pengujian 
normalitas residual dapat dilihat dengan uji statistik non parametik Kolmogorov-
Smirnov (K-S) (Ghozali, 2016). 
Jika pada hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal dan sebaliknya, jika nilai 
signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi tidak normal. 
Berikut adalah hasil uji normalitas: 
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Tabel 4.3 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 70 
Normal Parametersa,b Mean -.0000062 
Std. Deviation 9194244523
3.40205000 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .137 
Positive .110 
Negative -.137 
Test Statistic .137 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002c 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .130d 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
.122 
Upper 
Bound 
.139 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas nilai signifikasi 0,002 < 0,05 yang berarti data yang 
diolah tidak normal, sehingga data diolah dengan menggunakan fungsi logaritma 
natural (ln) dengan merubah semua variabel independen dalam bentuk logaritma 
natural (Ghozali, 2011: 193) Dari proses pengobatan menggunakan logaritma 
natural (ln) diperoleh hasil data sebagai berikut: 
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Tabel 4.4 
Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 70 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .25403143 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .085 
Positive .057 
Negative -.085 
Test Statistic .085 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .674e 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
.662 
Upper 
Bound 
.686 
Sumber: data sekunder diolah, 2018  
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa data penelitian telah 
terdistribusi normal yang dibuktikan dengan asymp sig. sebesar 0.200 yang lebih 
besar dari tingkat signifikansi penelitian 0,05. Oleh karena data penelitian telah 
terdistribusi normal, maka data dapat digunakan dalam pengujian dengan model 
regresi berganda. 
2. Uji Multikolinearitas 
Uji Multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi dalam regresi 
dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai 
cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolineritas nilai < 0,10 
atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji 
multikolinearitas adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.5 
Hasil Uji Multikolinearitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta 
Tolera
nce VIF 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000   
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 .706 1.417 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 .690 1.450 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 .883 1.133 
Sumber: data sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui 
nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini 
mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinieritas. 
3. Uji Heteroskedastisitas 
Uji Heteroskedasitistas penelitian ini menggunakan uji park. Uji park 
mengemukakan bahwa variance merupakan fungsi dari variabel-variabel 
independen (Ghozali, 2016). Adapun hasil uji heterokedastisitas adalah sebagai 
berikut: 
Tabel 4.6 
Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.323 17.068  .546 .587 
lnx1 .653 .498 .187 1.311 .194 
lnx2 -.273 .655 -.060 -.417 .678 
lnx3 -1.025 .664 -.197 -1.545 .127 
Sumber : Data sekunder diolah, 2018 
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Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel pajak 
daerah, retribusi daerah, dan laba badan usaha milik daerah (BUMD) lebih besar 
dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.. 
4. Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada 
korelasi antara kesalahan penganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu 
pada periode t-1. Untuk menguji autokorelasi digunakan uji Durbin Watson. Uji 
Durbin Watson digunakan untuk mneguji apakah antar residual tidak terdapat 
korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka 
dikatakan residual adalah acak atau random (Ghozali, 2016). Berikut ini hasil uji 
autokorelasi pada penelitian ini. 
Tabel 4.7 
Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate Durbin-Watson 
1 .798a .637 .621 .25974 1.869 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Pada tabel diatas menunjukkan nilai Durbin Watson sebesar 1,869 dengan 
nilai du yaitu 1,739. Nilai Durbin Watson tersebut yang berada diantara du < d < 
3-du yaitu 1,739 < 1,869 < 4 - 1,739 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada 
autokorelasi. 
 
4.2.3. Pengujian Ketepatan Model 
1. Uji F (Simultan) 
Uji F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Uji F digunakan untuk 
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mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen. Hasil Uji statistik F dapat dilihat dari tabel 
dibawah ini : 
Tabel 4.8 
Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.823 3 2.608 38.608 .000b 
Residual 4.458 66 .068   
Total 12.281 69    
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
Baerdasarkan table diatas diketahui bahwa nilai F sebesar 38,608 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-vaiabel 
independen mempengaruhi secara simultan variabel dependen yaitu Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Dan model yang digunakan untuk menguji adalah model 
yang fit. 
2. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi 
adalah antara nol dan satu. Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel-
variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-
variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk 
memprediksivariasi variabel dependen (Ghazali, 2016). Hasil uji koefisien 
determinasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.9 
Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .798a .637 .621 .25974 
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan tabel diatas dikethaui bahwa nilai R Square sebesar 0,637. Hal 
ini berarti bahwa 63,7% variabel pendapatan asli daerah (PAD) dapat dijelaskan 
oleh pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD. Dan sisanya yaitu sebesar 
36,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan. 
 
4.2.4. Uji Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan uji asumsi klasik yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa 
data dalam penelitian ini terdistribusi dengan normal dan tidak terdapat 
heteroskedatisitas. Oleh karena itu data yang tersedia telah memenuhi syarat untuk 
menggunakan model regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk 
mendapatkan koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang 
dibuat akan diterima atau ditolak. Atas dasar hasil analisis  regresi dengan 
menggunakan α sebesar 5% diperoleh hasil pengujian sebagai berikut: 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000 
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 
Sumber: Data sekunder diolah, 2018 
 
47 
 
 
Berdasarkan hasil analisis tersebut diatas, maka model persamaan regresi 
linier berganda yang dapat disusun sebagai berikut : 
Y = 11.836 + 0,312X1 + 0,256X2 + 0,025 X3 + e 
Dimana: 
Y   = Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
X1 = Pajak daerah 
X2 = Retribusi daerah 
X3 = Laba BUMD 
Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut : 
1. Hasil uji regresi ini menunjukkan besarnya nilai β0 = 11,386 artinya pajak 
daerah (X1), retribusi daerah (X2),dan laba BUMD (X3) sama dengan nol, 
maka Pendapatan asli daerah (PAD) akan naik sebesar 11.386 rupiah.  
2. Persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel pajak daerah 
menunjukkan nilai β1 = 0,312, artinya bahwa setiap peningkatan 1 satuan 
pajak daerah (X1), maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 
0,312 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
3. Persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel retribusi 
daerah menunjukkan nilai β2 = 0,256, artinya bahwa setiap peningkatan 1 
satuan retribusi daerah  (X2), maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik 
sebesar 0,256 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
4. Persamaan regresi diatas menunjukkan koefisien regresi variabel laba BUMD 
menunjukkan nilai β3 = 0,025, artinya bahwa setiap peningkatan 1 satuan laba 
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BUMD (X3), maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan naik sebesar 0,025 
satuan dengan asumsi variabel lainnya konstan. 
 
4.2.5. Hasil Uji  Hipotesis 
Uji parsial (t test) dimaksudkan untuk melihat apakah variabel bebas (pajak 
daerah, retribusi daerah dan laba badan usaha milik daerah) secara individu 
mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (pendapatan asli daerah), dengan 
asumsi variabel bebas lainnya konstan. Hasil analisis uji t dapat diketahui pada 
tabel berikut ini. 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Hipotesis 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000 
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 
Sumber: Data Sekunder diolah, 2018 
Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diatas, diketahui pada persamaan 
pertama diperoleh nilai (t hitung) dalam regresi menunjukkan pengaruh variabel 
independen terhadap variabel dependen sebagai berikut: 
1. Variabel pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t 
sebesar 6,213 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan β sebesar 0,548 hal 
ini menunjukkan bahwa variabel pajak daerah berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
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2. Variabel retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki 
nilai t sebesar 3,881 dengan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 dan β sebesar 
0,346 hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah berpengaruh 
signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
3. Variabel laba badan usaha milik daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 0,369 dengan tingkat signifikansi  0,713 
 0,05 dan β sebesar 0,029  hal ini menunjukkan bahwa variabel laba BUMD 
tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
 
4.3. Pembahasan Hasil Analisis Data  
4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Hasil analisa data menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh terhadap 
pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi kenaikan pajak daerah 
akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah. Pajak daerah merupakan 
andalan bagi daerah dan diharapkan dari sumber penerimaan tersebut dapat 
memberikan kontribusi yang berarti terhadap pendapatan asli daerah. 
Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan pajak daerah di provinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, sehingga dapat 
mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah 
(jateng.bps.go.id). Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 83,5% terhadap 
pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2016. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan 
dengan penelitian Kusuma dan wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan 
Rahayu (2015), Sunanto (2015), Marita dan Suardana (2016) yang menunjukkan 
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bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah 
(PAD). 
 
4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Hasil analisa data menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif 
signifikan terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini berarti setiap terjadi 
kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah 
(PAD). Hal ini dapat disebabkan karena retribusi daerah diharapkan dapat 
memberikan kontribusi yang positif untuk peningkatan PAD (Kusuma dan 
Wirawati, 2013). 
Berdasarkan fenomena yang terjadi, perolehan retribusi daerah di provinsi 
Jawa Tengah pada tahun 2015-2016 mengalami kenaikan, sehingga dapat 
mempengaruhi naiknya pendapatan asli daerah di provinsi Jawa Tengah 
(jateng.bps.go.id). Retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 43,5% 
terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2016. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan 
penelitian Kusuma dan wirawati (2013), Mentayani, dkk (2014), Putri dan Rahayu 
(2015), Sunarto dan Fatimah (2016) yang menunjukkan bahwa penerimaan 
retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap peningkatan pendapatan asli 
daerah (PAD). 
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4.3.3. Pengaruh Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Hasil analisa data menunjukkan bahwa laba BUMD tidak berpengaruh 
terhadap pendapatan asli daerah. Hasil perusahaan milik daerah merupakan 
pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah. Hasilnya berupa 
dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor 
ke kas daerah, baik perusahaan derah yang dipisahkan, sesuai dengan motif 
pendirian dan pengelolaan. Maka sifat perubahan daerah adalah suatu kesatuan 
produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah dan memperkembengkan 
perekonomian daerah (Muhtarom, 2016). 
Berdasarkan fenomena yang terjadi, banyak perusahaan daerah yang 
mengalami kerugian. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya 
memberikan kontribusi sebesar 3,7% terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi 
Jawa Tengah tahun 2015-2016. 
Hasil penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan dan sejalan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh Muhtarom (2016) dan Sugiarto (2016) yang 
menunjukkan bahwa laba BUMD tidak berpengaruh terhadap Pendapatan asli 
daerah (PAD). 
  
 
 
BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Kabupaten/Kota provinsi 
Jawa Tengah tahun 2015-2016, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Pajak daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-
kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Hal ini berarti 
setiap terjadi kenaikan pajak daerah akan mempengaruhi naiknya pendapatan 
asli daerah. Pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 83,5% terhadap 
pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. 
2. Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
se-kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. Hal ini berarti 
setiap terjadi kenaikan retribusi daerah akan mempengaruhi naiknya 
pendapatan asli daerah. Retribusi daerah memberikan kontribusi sebesar 43,5% 
terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2016. 
3. Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak berpengaruh terhadap 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) se-kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2015-
2016.. Hal ini berarti bahwa ada dan tidaknya Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) tidak akan mempengaruhi naik turunnya Pendapadat Asli Daerah 
(PAD). Laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) hanya memberikan 
kontribusi sebesar 3,7% terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Jawa 
Tengah tahun 2015-2016. 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai keterbatasan-keterbatasan yang dapat dijadikan 
bahan pertimbangan bagi peneliti berikutnya agar mendapatkan hasil yang lebih 
baik lagi. Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain : 
1. Dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada 
pajak daerah, retribusi daerah, dan laba BUMD dalam mempengaruhi 
Pendapatan Asli Daerah (PAD). 
2. Obyek dalam penelitian ini hanya terbatas pada satu provinsi dari banyaknya 
provinsi yang ada di Indonesia. 
5.3. Saran-saran 
Berdasarkan hasil analisis pembahasan serta beberapa kesimpulan dan 
keterbatasan pada penelitian ini, adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui 
hasil penelitian ini agar mendapatkan hasil yang lebih baik, yaitu: 
1. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan agar menambah variabel lain sebagai 
variabel independen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini 
masih kurang mampu untuk menjelaskan variabel dependen secara lebih luas. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar memperluas wilayah penelitian, 
sehingga dapat dilihat perbandingan besanya pendapatan asli daerah antara satu 
provinsi dengan provinsi lainnya yang ada di Indonesia. 
3. Bagi pemerintah daerah diharapkan agar lebih mengoptimalkan potensi-potensi 
yang ada di daerahnya terkait dengan terkait dengan pajak daerah dan retribusi 
daerah. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan mengoptimalkan kinerja 
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perusahaan daerah agar memperoleh keuntungan yang maksimal sehingga 
dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Lampiran 1 
Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di 
Jawa Tengah Tahun 2015 ( Dalam Rupiah) 
Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 
Kabupaten Banjarnegara 180.561.068.549 38.507.263.101 
Kabupaten Banyumas 502.074.910.041 129.678.372.018 
Kabupaten Batang 179.973.246.295 51.482.054.384 
Kabupaten Blora 169.256.241.630 31.550.631.317 
Kabupaten Boyolali 260.633.617.928 76.861.736.744 
Kabupaten Brebes 301.953.709.000 61.813.789.000 
Kabupaten Cilacap 373.906.519.136 111.626.022.863 
Kabupaten Demak 254.324.486.000 79.445.205.000 
Kabupaten Grobogan 272.718.439.175 52.740.830.578 
Kabupaten Jepara 270.251.582.073 60.707.169.021 
Kabupaten Karanganyar 255.442.882.500 106.487.360.800 
Kabupaten Kebumen 245.159.255.421 52.015.233.621 
Kabupaten kendal 197.365.170.284 62.182.413.472 
Kabupaten Klaten 190.622.670.128 68.201.277.234 
Kabupaten Kudus 259.295.900.000 78.860.990.000 
Kabupaten Magelang 232.532.535.584 80.785.091.000 
Kabupaten Pati 315.114.000.000 61.720.951.200 
Kabupaten Pekalongan 251.588.970.834 39.193.527.000 
Kabupaten Pemalang 230.435.212.865 40.594.774.039 
Kabupaten Purbalingga 215.622.047.000 40.076.899.000 
Kabupaten Purworejo 233.934.134.286 38.016.527.145 
Kabupaten Rembang 200.954.036.864 42.306.265.606 
Kabupaten Semarang 253.180.000.000 95.576.000.000 
Kabupaten Sragen 267.711.820.479 57.923.222.297 
Kabupaten Sukoharjo 192.971.720.000 116.089.421.000 
Kabupaten Tegal 239.518.912.583 32.185.920.177 
Kabupaten Temanggung 212.498.139.093 31.523.819.046 
Kabupaten Wonogiri 208.734.603.000 31.486.087.000 
Kabupaten Wonosobo 154.515.664.500 27.484.141.296 
Kota Magelang 186.667.000.000 65.013.000.000 
Kota Pekalongan 152.044.596.332 47.499.120.190 
Kota Salatiga 167.010.555.173 37.589.524.015 
Kota Semarang 1.138.864.450.993 791.509.586.089 
Kota Surakarta 378.964.355.969 233.086.272.236 
Kota Tegal 271.601.410.000 48.409.200.000 
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Lampiran 2 
Tabel Realisasi Retribusi Daerah dan Laba BUMD Kabupaten/Kota di Jawa 
Tengah Tahun 2015 ( Dalam Rupiah) 
Kabupaten/Kota Retribusi Daerah Laba BUMD 
Kabupaten Banjarnegara 25.221.990.217 8.784.507.069 
Kabupaten Banyumas 26.659.705.018 14.832.112.025 
Kabupaten Batang 16.211.639.620 7.070.429.150 
Kabupaten Blora 9.787.397.317 7.005.811.121 
Kabupaten Boyolali 31.065.804.178 8.282.461.736 
Kabupaten Brebes 11.545.017.000 2.834.384.000 
Kabupaten Cilacap 37.161.687.461 12.043.799.692 
Kabupaten Demak 18.178.537.000 10.055.105.000 
Kabupaten Grobogan 25.468.337.859 10.235.909.050 
Kabupaten Jepara 18.871.801.049 8.119.059.045 
Kabupaten Karanganyar 22.138.485.725 7.816.593.359 
Kabupaten Kebumen 26.897.280.470 8.651.009.403 
Kabupaten kendal 17.094.863.579 7.244.630.365 
Kabupaten Klaten 21.894.721.448 7.477.951.040 
Kabupaten Kudus 18.093.280.000 8.051.590.000 
Kabupaten Magelang 16.323.818.435 14.900.864.618 
Kabupaten Pati 23.314.642.137 7.512.791.461 
Kabupaten Pekalongan 12.588.737.160 4.847.855.000 
Kabupaten Pemalang 21.685.600.023 13.746.971.117 
Kabupaten Purbalingga 32.628.448.000 12.306.730.000 
Kabupaten Purworejo 16.713.474.486 5.747.906.684 
Kabupaten Rembang 32.230.052.368 4.447.117.385 
Kabupaten Semarang 24.311.000.000 7.938.000.000 
Kabupaten Sragen 15.124.083.284 12.067.596.066 
Kabupaten Sukoharjo 30.503.593.000 5.594.654.000 
Kabupaten Tegal 19.219.451.078 5.941.084.513 
Kabupaten Temanggung 13.410.490.092 13.060.829.040 
Kabupaten Wonogiri 10.614.202.000 10.839.243.000 
Kabupaten Wonosobo 9.967.184.606 9.290.538.963 
Kota Magelang 13.751.000.000 10.977.000.000 
Kota Pekalongan 16.594.929.112 3.181.034.617 
Kota Salatiga 11.298.762.474 6.486.947.814 
Kota Semarang 110.488.302.793 8.036.099.560 
Kota Surakarta 51.191.717.083 7.854.189.359 
Kota Tegal 17.372.230.000 3.474.820.000 
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Lampiran 3 
Tabel Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Daerah Di Provinsi Jawa 
Tengah Tahun 2016 (Dalam Rupiah) 
Kabupaten/Kota Pendapatan Asli Daerah Pajak Daerah 
Kabupaten Banjarnegara 221.048.387.512 41.588.878.900 
Kabupaten Banyumas 508.349.434.032 135.275.061.240 
Kabupaten Batang 73.363.584.659 17.712.651.847 
Kabupaten Blora 183.649.909.973 41.046.674.606 
Kabupaten Boyolali 292.286.541.626 84.362.391.724 
Kabupaten Brebes 339.156.063.000 66.690.740.000 
Kabupaten Cilacap 428.598.349.897 137.808.910.786 
Kabupaten Demak 287.457.500.000 90.281.109.000 
Kabupaten Grobogan 268.933.420.000 58.622.010.690 
Kabupaten Jepara 283.379.890.088 65.070.985.731 
Kabupaten Karanganyar 301.307.800.956 127.624.564.710 
Kabupaten Kebumen 291.283.790.000 62.838.560.000 
Kabupaten kendal 263.274.261.742 70.033.000.000 
Kabupaten Klaten 224.197.408.481 75.574.741.729 
Kabupaten Kudus 291.805.510.000 84.453.870.000 
Kabupaten Magelang 288.485.678.128 97.101.522.117 
Kabupaten Pati 348.253.511.920 77.012.850.259 
Kabupaten Pekalongan 310.572.581.552 40.771.237.201 
Kabupaten Pemalang 275.458.054.016 45.544.391.390 
Kabupaten Purbalingga 251.816.669.000 43.581.897.000 
Kabupaten Purworejo 255.460.268.421 42.380.056.430 
Kabupaten Rembang 234.168.865.751 48.420.954.850 
Kabupaten Semarang 318.536.000.000 105.768.000.000 
Kabupaten Sragen 297.176.332.577 66.168.664.990 
Kabupaten Sukoharjo 363.163.428.000 182.010.506.000 
Kabupaten Tegal 251.428.735.429 39.791.593.732 
Kabupaten Temanggung 281.328.148.097 32.480.985.045 
Kabupaten Wonogiri 218.604.854.060 34.831.059.027 
Kabupaten Wonosobo 80.511.274.174 30.274.645.410 
Kota Magelang 220.217.000.000 78.212.000.000 
Kota Pekalongan 178.602.065.370 52.837.473.081 
Kota Salatiga 203.768.652.017 48.281.112.295 
Kota Semarang 1.337.270.314.304 1.006.487.472.078 
Kota Surakarta 425.502.779.064 252.052.998.369 
Kota Tegal 287.342.170.000 53.623.290.000 
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Lampiran 4 
Tabel Realisasi Retribusi daerah dan Laba BUMD Di Provinsi JawaTengah Tahun 
2016 (Dalam Rupiah) 
Kabupaten/Kota Retribusi Daerah Laba BUMD 
Kabupaten Banjarnegara 26.557.123.984 27.392.347.558 
Kabupaten Banyumas 29.523.644.780 18.351.258.012 
Kabupaten Batang 6.806.406.762 7.201.476.179 
Kabupaten Blora 9.778.925.650 8.105.618.518 
Kabupaten Boyolali 14.803.307.525 9.344.479.904 
Kabupaten Brebes 12.495.662.000 5.796.105.000 
Kabupaten Cilacap 31.090.888.236 13.879.983.079 
Kabupaten Demak 18.564.132.000 12.602.886.000 
Kabupaten Grobogan 29.772.753.265 11.908.003.992 
Kabupaten Jepara 21.395.571.127 9.128.712.038 
Kabupaten Karanganyar 25.313.104.168 8.554.965.219 
Kabupaten Kebumen 25.448.020.000 6.895.860.000 
Kabupaten kendal 19.230.600.729 10.807.652.403 
Kabupaten Klaten 22.559.038.217 9.025.861.666 
Kabupaten Kudus 16.779.370.000 6.437.700.000 
Kabupaten Magelang 15.587.692.390 17.643.064.538 
Kabupaten Pati 28.595.571.922 13.021.357.612 
Kabupaten Pekalongan 7.397.615.125 5.809.130.520 
Kabupaten Pemalang 26.074.271.115 37.153.819.470 
Kabupaten Purbalingga 37.909.537.000 13.868.136.000 
Kabupaten Purworejo 10.662.278.138 6.380.440.636 
Kabupaten Rembang 23.985.514.303 6.564.459.237 
Kabupaten Semarang 26.868.000.000 10.525.000.000 
Kabupaten Sragen 15.785.140.771 13.549.861.735 
Kabupaten Sukoharjo 23.447.335.000 11.388.912.000 
Kabupaten Tegal 21.751.380.197 7.890.128.953 
Kabupaten Temanggung 63.784.882.092 13.013.670.040 
Kabupaten Wonogiri 19.796.736.055 11.176.328.065 
Kabupaten Wonosobo 6.369.820.108 12.070.308.915 
Kota Magelang 17.642.000.000 13.611.000.000 
Kota Pekalongan 16.769.837.632 9.977.587.231 
Kota Salatiga 13.318.993.043 16.923.584.731 
Kota Semarang 112.893.496.052 52.309.979.075 
Kota Surakarta 59.650.828.203 7.290.937.952 
Kota Tegal 21.137.860.000 3.992.590.000 
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Lampiran 5 
Output SPSS 
1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
PAD 
70 73363584659 1337270314304 
287196615679.4
4 
18273675933
4.844 
PD 
70 17712651847 1006487472078 
103725193681.8
0 
16823854637
4.177 
RD 
70 6369820108 112893496052 25724351480.87 
20801094652
.819 
LBU
MD 
70 2834384000.0 52309979075.0 
10662154736.14
3 
7256970118.
6969 
Valid 
N 
(listwi
se) 
70     
      
 
A. Tabel Uji Asumsi Klasik 
1. Uji Normalitas 
Tabel Uji Normalitas Sebelum Normal 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 70 
Normal Parametersa,b Mean -.0000062 
Std. Deviation 91942445233.4
0205000 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .137 
Positive .110 
Negative -.137 
Test Statistic .137 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002c 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .130d 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
.122 
Upper 
Bound 
.139 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 299883525. 
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Tabel Uji Normalitas Setelah menggunakan Logaritma Natural (ln) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
N 70 
Normal Parametersa,b Mean .0000000 
Std. Deviation .25403143 
Most Extreme 
Differences 
Absolute .085 
Positive .057 
Negative -.085 
Test Statistic .085 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d 
Monte Carlo Sig. (2-
tailed) 
Sig. .674e 
99% Confidence 
Interval 
Lower 
Bound 
.662 
Upper 
Bound 
.686 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
e. Based on 10000 sampled tables with starting seed 926214481. 
 
2. Tabel Uji Multikolinearitas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. 
Collinearity 
Statistics 
B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000   
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 .706 1.417 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 .690 1.450 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 .883 1.133 
a. Dependent Variabel: lny 
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3. Tabel Uji Heteroskedastisitas 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9.323 17.068  .546 .587 
lnx1 .653 .498 .187 1.311 .194 
lnx2 -.273 .655 -.060 -.417 .678 
lnx3 -1.025 .664 -.197 -1.545 .127 
a. Dependent Variable: lnu2i 
 
4. Tabel Uji Autokorelasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 .798a .637 .621 .25974 1.869 
a. Predictors: (Constant), lnx3, lnx1, lnx2 
b. Dependent Variable: lny 
B. Uji Ketepatan Model 
1. Uji F 
ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 7.828 3 2.609 38.677 .000b 
Residual 4.453 66 .067   
Total 12.281 69    
a. Dependent Variable: lny 
b. Predictors: (Constant), lnx3, lnx1, lnx2 
 
2. Uji Koefisien Determinasi 
Model Summaryb 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .798a .637 .621 .25974 
a. Predictors: (Constant), lnx3, lnx1, lnx2 
b. Dependent Variable: lny 
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C. Uji Regresi Linier Berganda 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000 
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 
a. Dependent Variable: lny 
 
D. Uji Hipotesis 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 11.836 1.720  6.880 .000 
lnx1 .312 .050 .548 6.213 .000 
lnx2 .256 .066 .346 3.881 .000 
lnx3 .025 .067 .029 .369 .713 
a. Dependent Variable: lny 
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Lampiran 6 
Jadwal Penelitian 
No  Bulan Maret Mei Juli September Desember Januari Februari  
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Penyusunan 
Proposal 
  x x x x   x  x                  
2 Konsultasi   x   x x  x x    x x  x x x x x x x      
3 Revisi 
Proposal 
        x                    
4 Pengumpulan 
Data 
                 x x x x        
5 Analisis data                             
6 Penulisan 
Akhir Naskah 
Skripsi 
                     x       
7 Pendaftaran 
Munaqasah 
                       x     
8 Munaqasah                          x   
9 Revisi Skripsi                          x x x 
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Lampiran 7 
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